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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang termuat dalam bab-bab terdahulu dalam 

skripsi ini yaitu “analisis hukum penguatan pembatasan hak politik 

aparatur sipil negara ditinjau dari sisi histori”. Maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Penguatan pembatasan hak politik bagi aparatur sipil negara merupakan 

hal yang urgen. Memang benar bahwa dalam hal pembatasan hak politik 

merupakan sebuah pelanggaran konstitusi jika kita hanya memandang Hal 

tersebut secara sempit (Sceptis). sehingganya teori-teori dari para ahli yang 

telah peneliti bahas pada bab-bab sebelumnya kiranya sudah bisa 

menjawab bahwa pembatasan hak politik PNS/ASN bukanlah merupakan 

sebuah pelanggaran terhadap konstitusi. Pembatasan hak politik bagi 

PNS/ASN harus serta wajib dilakukan oleh pemerintah. Hal itu bertujuan 

untuk mengembalikan PNS/ASN kembali ke tugas dan fungsi mereka 

secara utuh tanpa adanya indikasi-indikasi yang berbau politik yang bisa 

mengakibatkan usaha-usaha KORPRI dalam membuat asas-asas untuk 

menjadikan PNS/ASN pada musyawarah Nasional (MUNAS) KORPRI 

pada tahun 1999 dapat terealisasikan dengan sebaik-baiknya. Mengingat, 

kelamnya sejarah salah satu instasi pemerintahan tersebut diera sebelum 

reformasi. Menurut peneliti, kejadian yang terjadi di masa lampau dimana 

pemerintahan orde baru yang bisa bertahan selam 3 dekade lebih yang 
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harus diruntuhkan secara paksa oleh masyarakat pada tahun 1998 itu 

terjadi karena diberikannya kebebasan kepada PNS/ASN untuk ikut 

berpolitik. Untuk itu pembatasan hak politik bagi instansi tersebut wajib 

untuk dilakukan agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan kembali 

kinerja serta cita-cita negara di era demokrasi ini, khusunya pada instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik serta pelaksana 

kebijakan pemerintah dapat terealisasikan secara maksimal.Kiranya 

dengan hadirnya undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan 

undang-undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, di 

sertai dengan peraturan  pemerintah (PP) No 37 tentang larangan pegawai 

negeri sipil untuk menjadi anggota partai politik.kemudian dengan 

diterbikan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin 

pegawai negeri sipil (PNS) hingga undang-undang No 5 tahu 2014 tentang 

aparatur sipil negara bisa mengembalikan PNS/ASN ke tujuan dan fungsi 

mereka. 

5.1.2 Cara penguatan pembatasan hak politik Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Berdasarkan dengan yang telah peneliti paparkan pada bab-bab 

sebelumnya tentang cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menjadikan PNS/ASM sebagai instansi pemerintahan yang netral sudah 

cukup untuk menekan PNS/ASN agar tidak terlibat atau ikut sebagai 

anggota politik. Artinya, pegawai negeri sipil merupakan perangkat 

pemerintah yang tugas dan fungsinya bukanlah sebuah lembaga politik 

melainkan sebagai instansi pemerintahan non politik dalam menjalankan 
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tugas dan fungsi mereka. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Sebaiknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk 

menjadikan PNS/ASN sebagai lembaga negara yang bebas dari intervensi 

politik kuatkan dengan penekanan sanksi dalam regulasi yang dibuat 

(khusus kepada Undang-undang). Sebab, menurut penliti setelah membaca 

dan menganalisis regulasi yang dibuat oleh pemerintah mulai dari Undang-

undang (UU) no 43 tehun 1999 pada pasal 3, yang bermuatkan larangan 

(memperkuat pembatasan hak politik), jika tidak ditekan dengan pemberian 

sanksi apabila dilanggar tujuan pasal yang berkaitan dengan pelarangan ikut 

terlibat dalam Parpol tidak akan memberikan efek jerah. Kemudian dengan 

diperjelasnya tujuan dari pasal 3 undang-undang tersebut oleh peraturan 

pemerintah (PP) no 37 tahun 2004 pada pasal 3 dengan mengatakan 

“pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota partai politik wajib 

mengundurkan diri” dalam penjelasan tersebut hanya dikatakan yang akan 

(baru ingin menjadi) anggota parpol. Secara otomatis penekanan pada pasal 

tersebut hanya berlaku (mengikat) bagi PNS/ASN belum menjadi anggota 

partai politik. Hal yang demikian menurut peneliti menjadikan regulasi 

tentang pelarangan PNS/ASN menjadi anggota partai politik menjadi 

multitafsir.  

5.1.2 Dengan adanya putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, menurut peneliti, perlu 

kiranya untuk dilakukan perbaikan (Revisi) untuk Undang-Undang ASN 
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kedepan. Terutama patut untuk dipertimbangkan masih perlu atau tidaknya 

asas netralitas dalam pasal 2 Huruf (f) pada Udang-Undang ASN tersebut. 

Karena bagaimana mungkin mencita-citakan PNS/ASN bisa netral namun 

salah satu instansi pemerintahan tersebut masih diberikan hak untuk menjadi 

figur politik.  
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